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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pertimbangan Hakim 

a. Pengertian Pertimbangan Hakim           

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 

mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian 

hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan 

teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim 

tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.1 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan 

tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang 

diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang 

benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum 

                                                            
1 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), hal.140 12 
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nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni 

dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum 

antara para pihak.2 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut : 

1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal. 

2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.3 

 

b. Dasar Pertimbangan Hakim 

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu 

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan 

sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam 

tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian 

hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum 

                                                            
2 Ibid., hal.141 

3 Ibid., hal. 142_ 
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melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian 

hukum. 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 

1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 

48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu 

kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 

24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat 

(1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-

undang Negara Republik Indonesiatahun 1945 demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia.4  

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 

ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas 

dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal 

sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan 

dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena 

tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

                                                            
4 Ibid., hal. 142 
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berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 

usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.5 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak 

memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. 

Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam 

menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini 

tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. 

Lebih tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): 

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang”. 6  Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan 

keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan 

harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 

kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 

dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim 

dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa 

dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur 

dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 

2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 

                                                            
5 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 94 
6 Ibid., hal. 95 
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mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 

atau kurang jelas, melainkan wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya. 

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk 

bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal 

(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan 

pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hokum yang hidup dalam 

masyarakat”. 

c. Putusan Pengadilan 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila 

pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan 

musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses 

pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari 

tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan 

replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari 

tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. 

Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan 

pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau 

pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap 
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musyawarah bagi . Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak 

dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.7 

Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. 

Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PA, diambilnya 

suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang 

disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak 

maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. 

Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan 

dengan putusan. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses 

mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, 

duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh 

penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara 

sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan 

menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.8 

 

2. Konsep Harta Bersama Dalam Perkawinan 

a. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan 

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta benda perkawinan, 

sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti perkawinan itu sendiri. 

Karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat 

                                                            
7 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.797 
8  Moh. Taufik Makaro, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, ( Jakarta: PT. Rineka 

Cipta ,2004)_ 
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langsung terhadap harta benda dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi hukum Islam 

di indonesia menyatakan: “perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupkan ibadah”.9 

Perkawinan yang seperti dijelaskan di atas mempunyai tujuan untuk 

memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah mawaddah warahmah, juga untuk dapat bersama-sama hidup 

pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna 

keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi 

yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan 

hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut 

“harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”. 10 Harta 

bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang 

dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti 

penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi 

                                                            
9 Abdurrahman, Kopilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet 4, (Jakarta: Akamedia Presindo, 

2004) hal. 114 
10  Soerodjo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Toko 

Gunung Agung, 1995), hal. 149 
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kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik 

dalam masyarakat.  

Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek 

ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum 

orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur 

tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam 

perkawinan. Ketidakpahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur 

tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta 

bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu, terlebih dahulu 

dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan 

harta bersama. Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri 

dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia 

“harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi 

kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang 

bernilai.  

Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) 

bersama-sama”.11 Sayuti Thalib dalam bukunya hukum kekeluargaan di 

Indonesia mengatakan bahwa : “harta bersama adalah harta kekayaan 

yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan”. 

Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-

                                                            
11 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemmen Pendidikan dan kebudayaan, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, (Jakarta: balai pustaka, 1995), hal. 342 
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sendiri selama masa perkawinan. Pengertian tersebut sejalan dengan Bab 

VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: 

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda 

bersama. 

2) Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah 

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain. 

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas 

tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f : 

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang 

diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama 

dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta 

bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Menurut 

Abdul Manan harta bersama adalah harta yang diperoleh 

selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar 

atas nama siapapun.12 

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta 

bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan 

dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri 

                                                            
12 Abdul Manan, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, (Jakarta: Kencan, 

2006), hal. 108-109 
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maupun lewat perntara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya 

karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.  

Menurut hukum adat bahwa harta benda perkawinan itu adalah 

harta benda yang dimiliki suami istri dalam ikatan perkawinan, baik yang 

diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (harta gawan/ harta bawaan) 

maupun harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, 

yang hasil kerja masing-masing suami istri ataupun harta benda yang 

didapat dari pemberian /hibah atau hadiah serta warisan. Jadi suatu asas 

yang sangat umum berlakunya hukum adat di Indonesia adalah bahwa 

mengenai harta kerabatnya sendiri yang berasal dari hibah atau warisan, 

maka harta itu tetap menjadi miliknya salah satu suami atau istri yang 

kerabatnya menghibahkan atau mewariskan harta itu kepadanya.  

Memperhatikan beberapa pendapat dan analisis di atas bahwa harta 

bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan. 

Masalahnya adalah apakah semua harta yang didapat atau diperoleh 

selama perkawinan dinamakan harta bersama?  

Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian 

mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan 

perkawinan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau 

warisan, atau bawaan dari masing-masing suami istri yang dimiliki 

sebelum dilangsungkan perkawinana sebagaimana dijelaskan di atas 
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seperti yang tercantum pada pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974. 

 

b. Klasifikasi Harta Dalam Perkawinan 

Ikatan perkawinan menjadikan adanya harta bersama antara suami 

istri, sebagaimana tertuang dalam undang-undang perkawinan pasal 35 

ayat (1). Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya 

harta bersama sebab berdasarkan KHI pasal 85, yang juga ditegaskan oleh 

Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam Di Indonesia, 

dinyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak 

menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau 

istri”.13 Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam, sebagai berikut 

1) Harta Bersama 

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan 

adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami dan 

istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HAM pasal 51: 

1) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak 

dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang 

berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan 

                                                            
13 Ahmad Rofiq, “Hukum Islam Di Indonesia”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 

hal. 201 
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anakanaknya, dan hak pemilikan sertta pengelolaan harta bersama. 

2) Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak 

dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun 

mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik 

bagi anak.14 

Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai 

hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang 

berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang 

dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai 

bersama suami istri.Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, 

maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak 

dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan 

dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.15 

2) Harta Bawaan 

Harta bawaan adalah “harta benda milik masing-masing suami istri 

yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh 

sebagai warisan atau hadiah”.16 Tentang macam harta ini, KHI pasal 

87 ayat (1) mengatur, “harta bawaan dari masing-masing suami dan 

                                                            
14 www.lindungikami.org/.../UU_Nomor_39_tentang_Hak_Asasi_Manusia.pdf 
15 Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Jakarta: gema 

insani, 2003), hal. 127 
16 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, (Jakarta: Visi 

Media, 2008), hal. 15 
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istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 

warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para 

pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawianan”.17 

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. 

Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-

masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. 

Sebagai Dasar hukumnya adalah undang-undang perkawinan pasal 36 

ayat (2), yang mengatakan bahwa, “megenai harta bawaan masing-

masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. 18  Hal senada juga 

dinyatakan dalah KHI pasal 87 ayat (2), “suami dan istri mempunyai 

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta 

masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya”. 19 

Artinya berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara 

pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak-atik oleh 

pasangan yang lain.  

Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika sepasang 

pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan 

yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjajian perkawinan yang 

                                                            
17 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia...., hal. 135 
18 Ahmad Rofiq, “Hukum Islam Di Indonesia”,…, hal. 200-203 
19 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., hal. 133 
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mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antar harta 

bawaan dengan harta bersama. 

3) Harta Perolehan 

Harta perolehan adalah “harta benda yang hanya dimiliki secara 

pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya 

ikatan perkawinan”.20 Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, 

dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka 

berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan 

yang diperoleh sebelum masa perkawinan, tetapi harta macam ini 

diperoleh setelah masa perkawinan. Sebagaimana halnya harta 

bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing 

pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain 

dalam pertjajian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat (2), 

“suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, 

sedekah atau lainnya”.  

Harta perolehan sama dengn harta bawaan, keduanya bukan 

merupakan obyek dari harta bersama, yang hanya disebut dengan 

harta perolehan adalah harta milik masing-masing suami istri setelah 

menikah, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama atau usaha 

masing-masing. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk 

                                                            
20 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian..., hal. 15 
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mencukupi kebutuhan rumah tangga suami, maka harta perkawinan 

itu dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu : 

a) Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri sebelum 

perkawinan yaitu harta bawaan. 

b) Harta yang diperoleh atau dikuasai suami istri bersama-sama 

selama perkawianan yaitu harta pencaharian. 

c) Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri secara 

perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta 

penghasilan. 

d) Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara 

perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.21 

 

c. Ruang Lingkup Harta Bersama 

Ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan 

bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak 

sebagai obyek harta bersama antara suami istri dalam perkawinan. 

Memang benar, baik pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala 

harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut 

                                                            
21 Imam Sudiyat, “Hukum Adat”, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 143-144 
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hukum menjadi harta bersama. Gambaran ruang lingkup harta bersama 

dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:22 

1) Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan 

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk 

obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. 

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi 

obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami 

atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama 

suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli 

selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. 

Tidak menjadi soal siapa dianatara suami istri yang membeli. Juga 

tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut 

terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang 

penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan 

sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama. 

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang 

tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang 

pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, 

barang yang dibelitidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang 

seperti itu tetap menjadi miliki pribadi suami atau istri. 

                                                            
22 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2003), hal. 275-278 
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2)   Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai 

Dari Harta Bersama 

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek 

harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau 

pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli 

atau dibangun sesudah terjadi perceraian. 23  Misalnya suami istri 

selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang 

simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang 

simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang 

simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam 

kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami 

sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya 

pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil 

pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam 

obyek harta bersama. 

3) Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan 

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. 

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya 

menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa 

perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada 

umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat 

                                                            
23 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama..., hal. 275 
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selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta 

bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa 

dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. 

Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk 

menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, 

ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat 

membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh 

selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak 

berasal dari uang pribadi.24  

 

d. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan 

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari 

harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya 

yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama 

diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari 

harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama. 

Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut 

menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan 

kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, 

namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan 

keluarga. Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil 

                                                            
24 Ibid., hal. 277 
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yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan 

ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan. Jika dalm perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil 

yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta 

pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang 

dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh 

menjadi harta bersama.  

Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil 

penjualan harta pribadi dengan harta yeng diperoleh dari hasil yang 

timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan 

harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.25 

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari 

keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan 

masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama 

suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau 

istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi 

penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan 

pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri 

tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

 

                                                            
25 Ibid., hal. 278 
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e. Jenis-Jenis Harta Bersama 

Mengenai jenis harta bersama muncul pertanyaan, apakah benar 

semua harta yang didapat dalam perkawinana antara suami istri selama 

berumah tangga adalah merupakan harta bersama?  

Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat 

disimpulkan dalam tiga sumber:26 

1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum 

kawin baik diperolehnya karena mendapat wrisan atau usaha-usaha 

lainnya, disebut sebagai harta bawaan. 

2) Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada 

dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha 

mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya 

karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing. 

3) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan 

perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari 

mereka disebut harta pencaharian. 

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam 

Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai 

berikut: 27  Pasal 35: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

                                                            
26  Soemiati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkwinan, (Yogyakarta: 

Liberty, 1997), hal. 99 

27 Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974, hal. 12 
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menjadi harta benda bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami 

istri dan harta benda yang diperoleh masin-masing sebagai hadiah atau 

warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak 

tidak menentukan lain.  

Pasal 36 : 

1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertinak atas persetujuan 

kedua belah pihak; 

2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai 

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta 

bendanya; 

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “adanya harta 

bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta 

milik masing-masing suami atau istri”. Adapun jenis-jenis harta bersama di 

dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut: 

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat 

berupa benda berwujud atau tidak berwujud. 

2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, 

benda bergerak, dan surat-surat berharga. 

3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 

kewajiban. 
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4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu 

pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.28 

 

Menurut ketentuan dalam pasal 100 dan pasal 121 persatuan harta 

kekayaan meliputi: “harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, 

termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala 

beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan istri, baik sebelum 

maupun sepanjang perkawinan”.29 

Memperhatikan pasal 91 KHI di atas bahwa yang dianggap harta 

bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai 

ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada 

aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda 

berwujud yangmeliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta 

bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat 

berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. 

 

f. Ketentuan Hukum Tentang Harta Bersama 

Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, harta bersama diatur 

dalam hukum posistif, baik undang-undang perkawinan maupun KHI. 

                                                            
28 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia..., hal. 135 
29  Ali Afandi, “Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian”, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1997), hal. 167 
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Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama 

didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Sebagai contoh, jika 

pasangan suami istri ternyata harus bercerai, pembagian harta bersama 

mereka harus jelas didasari pada ketentuanketentuan yang berlaku dalam 

hukum positif tersebut. 

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang harta bersama dalm Undang-Undang No. 1 tAhun 1974 pada 

bab VII dengan judul “harta bersama dalam perkawinan” yang terdiri dari 

tiga pasal yakni pasal 35, 36 dan 37.30 Pasal-pasal tersebut menyatakan 

bahwa: 

a) Pasal 35 

 Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama 

 Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta 

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 

warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang 

para pihak sudah menentukan lain. 

b) Pasal 36 

 Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak. 

                                                            
30 UU. Perkawinan, Sinar Grafika, hal.12 
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 Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai 

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai 

harta bendanya. 

c) Pasal 37  

 Bilsa perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur 

menurut hukumnya masing-masing. Dalam ketentuan pasal 35 

undang-undang no. 1 tahun 1974 jelas 

terbaca bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta 

bersama dan harta bawaan. 

 

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan 

perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami 

dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri 

dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Sedangkan harta bawaan 

adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah 

atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi 

hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri. 31 

Pengaturan harta bersama yang demikian sesuai dengan hukum adat, dimana 

dalam hukum adat itu dibedakan dalam harta gono-gini yang menjadi milik 

bersama suami istri, dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak 

                                                            
31 Slamet Abidin Dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 182 
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suami atau istri. Diikutinya sistem hukum adat oleh Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 sebagai hukum nasional adalah sebagai konsekwensi dari politik 

hukum Indonesia yang telah menggariskan bahwa pembangunan hukum 

nasional haruslah berdasarkan hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa 

Indonesia yang berdasarkan pancasila.32  

2) Kompilasi Hukum Islam 

Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 soal harta 

bersama secara singkat hanya dalam tiga pasal, pasal 35 samapai pasal 

37, maka dalam KHI soal harta bersama diatur secara lebih enumeratif 

mulai pasal 85 sampai pasal 97. 

Adapun pengaturan harta bersama secara lebih lanjut, menyatakan : 

a) Pasal 85 

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. 

b) Pasal 86 

 Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta 

istri karena perkawinan. 

 Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya 

demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai 

penuh olehnya. 

                                                            
32 R. Purwoto S., Renungan Hukum, (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1998), 

hal. 449 
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c) Pasal 87 

 Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah 

dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.  

 Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, 

sodaqoh, atau lainnya. 

d) Pasal 88 

Apabila terjadi perselisian antara suami istri tentang harta bersama 

maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan 

agama. 

e) Pasal 89 

Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun 

hartanya sendiri. 

f) Pasal 90 

Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta 

suami yang ada padanya. 

g) Pasal 91 

 Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 di atas dapat 

berupa benda berwujud atau tidak berwujud. 
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 Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak 

bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. 

 Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun 

kewajiban 

 Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah 

satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. 

h) Pasal 92 

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan 

menjual atau memindahkan harta bersama. 

i) Pasal 93 

 Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan 

pada harta masing-masing. 

 Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk 

kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama. 

 Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta 

suami. 

 Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan 

kepada harta istri. 

j) Pasal 94 

 Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai 

istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 
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 Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang 

mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat 1 

dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan yang kedua, 

ketiga, atau yang keempat. 

k) Pasal 95 

 Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf  

peraturan pemerintahan no. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, 

suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk 

melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya 

permohonan gugatan cerai, apabila salah 

satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan 

harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 

 Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama 

untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. 

l) Pasal 96 

 Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi 

hak pasangan yang hidup lebih lama 

 Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri 

atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya 

kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas 

dasar keputusan Pengadilan Agama. 
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m) Pasal 97 

Janda tergugat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta 

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain dalam 

perkawinan.33 

 

g. Harta Bersama Dalam Hukum Islam 

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta 

bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan 

tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika 

perkawinan berlangsung, dalam al-Qur’an disebutkan dalam surat an-

Nisa’ ayat 32: 

 

اَاَكْتسََبوُْاَوَلِلن سَِاَءَِوَلََ مَّ َجَاَلَِنصَِيْبٌَم ِ َتتَمََنُّوْاَمَاَفضََّلَاَللََُبهَِِبعَْضَكُمَْعلَََبعَْضٍَلِلر ِ

َشَيَْءٍَعَلِيْمًاَ ََكَاَنََبِكُل ِ ََمِنَْفضَْلِهَِانََِاللََّ اَاَكْتسََبْنََوَسْىءَلوُْاَاللََّ مَّ  نصَِيْبٌَم ِ

 

Artinya: 

“……. Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka 

usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang 

mereka usahakan….”.34 

                                                            
33 Abdurrohman, “Kompilasi Hukum Islam”..., hal. 134 -137 

34 Depag RI, Al Quran dan Terjemahan, (Semarang: CV TOHA PUTRA, 1989) 
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Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami 

atau istri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha 

dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu 

merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi 

masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung 

pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk 

mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang 

tua.35 

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan 

suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk 

harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan 

suami dan mana harta bawaan istri sebelum terjadinya perkawinan, 

mana harta suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri 

selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara 

bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan 

sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri 

jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. 

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh 

suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya 

berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.36 Namun, al-

Qur’an dan hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta 

                                                            
35  Hilman hadi kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, 

Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 117 
36 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini……., hal. 52 
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benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan 

sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah 

yang diberikan suaminya.  

 

h. Ketentuan Umum Hukum Harta Bersama 

Ketentuan umum dibagian ini merupakan pengembangan dari dasar 

hukum positif tentang harta bersama, yaitu bagaiamana memperlakukan 

harta bersama sebelum harta itu dibagi. Atau dengan kata lain, ketentuan 

umum mencakup pengaturan hukum bagi suami istri yang masih 

memiliki hubunganperkawinan terhadap harta bersama mereka. 

1) Pengurusan Harta Bersama 

Dibagian ini akan dijabarkan bagaimana ketentuan hukum tentang 

pengurusan harta bersama. Menurut KUHPerdata, suami sendirilah 

yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang 

melakukan berbagaiperbuatan terhadap harta tersebut. Istri tidak 

berhak mencampuri kewenangan suami. Dasar ketentuan ini adalah 

bahwa suami yang merupakan kepalarumah tangga yang 

bertanggungjawab terhadap segala urusan yang berkenaan dengan 

kehidupan rumah tangga termasuk dalam hal pengurusan harta 

bersama.37 

                                                            
37 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini ….., hal. 26 



43 

 

Ketentuan tersebut diatur dalam KUHPerdata pasal 124 ayat 1, 

“hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia 

boleh menjualnya, memindahtangankannya dan membebaninya tanpa 

bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140”. 

Artinya, suami memiliki kewenangan dalam mengurus harta bersama 

karena dia merupakan kepala rumah tangga, termasuk dalam hal 

menjualnya, memindahtangankannya dan membebaninya. Namun 

suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam 

pasal 140 ayat 3 yaitu, “mereka juga berhak membuat 

perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-

barangtetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-

pinjaman Negara, suarat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang 

yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan 

dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan istri”.38 

 

2) Penggunaan Harta Bersama 

Kebersamaan harta kekayaan suami istri, maka harta bersama menjadi 

milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini, ada dua macam hak 

dalam harta bersama, yaitu; hak milik dan hak guna. Harta bersama 

suami istri memang sudah menjadi hak milik bersama, namun jangan 

dilupakan bahwa disana juga terdapat hak gunanya. Artinya, mereka 

                                                            
38 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 34-35 
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berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat 

harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang 

akan menggunakan harta bersama, dia harus mendapat persetujuan 

dari istrinya dan sebaliknya.39  

Undang-undangperkawinan pasal 36 ayat 1 menyebutkan, 

“mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak”. Sebagai contoh, selama masa 

perkawinan salah satu pihak dari pasangan suami istri membeli rumah 

atau tanah atas nama suami atau istri. Kedua harta tersebut merupakan 

bagian dari harta bersama yang dimiliki secara bersama. Jika ada 

salah satu pihak yang ingin menjualnya, harus mendapat persetujuan 

dari pasangannya. Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat 

persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, maka tindakan 

tersebut dianggap telah melanggar hukum karena merupakan tindak 

pidana yang bisa dituntut secara hukum. Dasarnya adalah KHI pasal 

92, “suami atau istri tanpa persetujuan pihak laintidak diperbolehkan 

menjual atau memindahkan harta bersama”.40 

Suami istri juga diperboleh menggunakan harta bersama 

sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu 

pihak. Tentang hal ini, KHI pasal 91 ayat (4) mengatur, “harta 

                                                            
39 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini ….., hal. 34 
40 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia..., hal. 136 
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bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu 

pihak atas persetujuan pihak lainnya”. Prinsip diatas bertolak 

belakang dengan prinsip yang diatur oleh KUHPerdata dimana pada 

pasal 124 ayat 1 menentukan bahwa harta bersama atau persatuan 

berada di bawah urusan suami secara mutlak bahkan pada ayat 2 

menyatakan bahwa suami dapat menjual, memindahtangankan dan 

membebani harta bersama tersebut tanpa persetujuan dan campur 

tangan istri, kecuali sebelumnya ada perjanjian perkawinan.41 

Pasal 93 KHI mengatur ketentuan hukum harta bersama yang 

terkait dengan hutang. Ayat 1 pasal itu menyebutkan bahwa, 

“pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan 

pada hartanya masing-masing”. Artinya, hutang yang secara khusus 

dimiliki suami atau istri menjadi tanggungjawab masing-masing. 

 

i. Pembagian Harta Bersama 

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila 

hubungan perkawianan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu 

dapat terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan 

pengadilan. 42  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 37 

                                                            
41 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., hal. 48 
42  Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan 

Agama Dan Zakat …….., hal. 35 
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dikatakan: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur 

menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan pasal tersebut 

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” 

ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Sekiranya 

penjelasan pasal 37 undang-undang no. 1 tahun 1974 tersebut 

dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum 

Islam dalam soal pembagian harta bersama baik dalam cerai mati maupun 

cerai hidup sudah mendapatkan kepastian positif.  

Karena dalam cerai mati pasal 96 ayat 1 menegaskan “separuh harta 

bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama”. Status kematian salah 

satu pihak, baik suami maupun istri harus jelas terlebih dahulu agar 

penentuan tentang pembagian harta bersama menjadi jelas. Jika salah satu 

dari keduanya hilang maka harus ada ketentuan tentang kematian dirinya 

secara hukum melalui Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam KHI pasal 

96 ayat 2, “pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang 

istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian 

matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan 

Pengadilan Agama”.  

Begitu juga dalam cerai hidup, pasal 97 KHI menegaskan “janda 

atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama 

sepanjang tidak ditentukanlain dalam perjanjian perkawinan. Artinya, 

dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka 
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pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan di 

dalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta 

bersama. 

             Pendapat dan penerapan yang demikian juga telah merupakan 

yurisprudensi tetap dalam hukum adat. Sejak masa perang dunia kedua, 

sudah dipertahankan ketetapan hukum yang memberi hak dan kedudukan 

yang sama antara suami istri terhadap harta bersama apabila perkawinan 

mereka pecah. Ambil contoh, putusan Mahkamah Agung tanggal 9 

Desember 1959 No.424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan: 

“menurut yurisprudensi mahkamah agung dalam hal terjadi perceraian 

barang goni-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-

masing mendapat separuh bagian”.43 

 

3. Utang Piutang  

a. Pengertian Utang Piutang 

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang 

yang dipinjamkan dari orang lain.44 Sedangkan piutang mempunyai arti 

uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).45 

                                                            
43 Abdul Manann, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: kencana, 

2006), hal. 129 
44 Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,2003), hal.1136 
45 Ibid, hal.760. 
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Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam 

meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang 

lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, 

dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah 

yang sama dari macam keadaan yang sama pula.46 

 

Secara terminologi syara‟, ulama fiqh berbeda pendapat dalam 

mendefinisikannya47, antara lain: 

1) Menurut Hanafiyah  

Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. 

2) Menurut Malikiyah  

Hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan 

tanpa imbalan. 

3) Menurut Syafi‟iyah  

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang 

yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta 

tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. 

4) Menurut Hanabilah  

                                                            
46 R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya 

Paramita, 1992), hal .451. 
47 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hal.91-92. 
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Hutang piutang adalah kebolehanmengambil manfaat suatu zat barang 

tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. 

 

5) Menurut Ibnu Rif‟ah 

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang 

dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan. 

6) Menurut Al-Mawardi 

Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.  

 

Ahli fiqh berpendapat bahwa ‘Ariyah adalah memberikan izin kepada 

orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil 

manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. 

Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada 

pemiliknya.48  

‘Ariyah dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua 

belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan 

harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang 

atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali 

                                                            
48 Shaleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, (Jakarta:Gema Insani, 2005), hal. 493. 
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harta tersebut, dengan kata lain memijamkan harta kepada orang lain yang 

membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.49 

Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang 

atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang 

sama dengan itu.50 Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan 

pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu 

(uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar 

atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu 

akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak ta’awun (pertolongan) 

kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang 

disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta 

pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar 

hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih 

baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam. 

 

b. Dasar Hukum Hutang Piutang 

1) Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada 

                                                            
49 Gemala Dewi, SH.,LL.M, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Perdana 

Media Group, 2007), hal.48. 
50  Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 

(Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hal.136. 
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Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik 

(semuanya adalah betul betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut 

diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. 

Autentik Al-Qur‟an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat 

Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. 

Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan 

memelihara penggandaannya. 

Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur‟an berada dalam 

rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia 

atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur‟an disebarluaskan 

secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin 

bersekongkol untuk berdusta. 

Al-Qur‟an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat 

pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam 

kehidupan beragama. Adapaun dasar hukum hutang piutang yang 

disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an adalah 

firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2: 

 وَلَتعَاَوَنوُاَعلَىََالإثمَِْوَالْعدُْوَانَِوَاتَّقوُا

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa”  
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Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang 

menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang 

manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah 

kebahagiaannya. 

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita 

sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. 

Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang 

harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam 

kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberianhutang harus 

didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan 

oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya. 51 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77: 

 

َُالدَّارََالآخِرََ ةََوَلَتنَْسََنصَِيبكَََمِنََالدُّنْياََوَأحَْسِنَْكَمَاَوَابْتغََِفيِمَاَآتاَكََاللََّ

َالْمُفْسِدِينََ ََلَيحُِبُّ َاللََّ َُإلِيَْكََوَلَتبَْغَِالْفسََادََفيَِالأرْضَِإنَِّ  أحَْسَنََاللََّ

  

Artinya: ”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

                                                            
51 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor:Kencana, 2003), hal.222 
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Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.” 

 

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek 

kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan 

dunia yaitu dalam hal hutang piutang atau pun lainnya, selama tidak 

bertentangan dengan syari‟at Islam. Allah SWT memberikan rambu-

rambu dalam melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip 

syari‟ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang 

Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang 

piutang dilakukan secara tertulis. Tujuan dan hikmah dibolehkannya 

hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam 

pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan 

ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan 

hutang dari pihak yang berkecukupan. 
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Keuntungan dalam memberi hutang terdapat dalam surat Al-Hadid 

ayat 11, yaitu:  

 

َََيقُْرِضََُالَّذِيَذاََمَنَْ كَرِيمٌََجْرٌَأَََوَلهَََُلهَََُفيَضَُاعِفهَََُحَسَناًَقرَْضًاَاللََّ  

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 

yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu 

untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak “ 

 

2) Al-Hadist 

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur‟an. Secara etimologi, 

hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-„Arab 

(mengutip pendapat Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau 

jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti 

oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah 

sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Al-Qur‟an, 

pekerjaan, atau ketetapannya.52 

Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan 

apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadits 

adalah: 

                                                            
52 M.M. Azami, Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, (Pejanten Barat:Pustaka Firdaus, 

2000), hal.13-14. 
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a) Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam 

Al-Qur‟an atau disebut fungsi ta’kid dan takrir. 

b) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-

Qur‟an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-

apa yang ada dalam Al-Qur‟an disebutkan dalam garis besar, 

membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur‟an dijelaskan secara 

umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur‟an. 

c) Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-

Qur‟an. 

3) Ijma‟ 

Secara etimologi, ijma‟ mengandung dua arti, yaitu: 

a) Ijma‟ dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau 

keputusan berbuat sesuatu. Ijma‟ dalam artian pengambilan 

keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada Q.S Yunus 

(10) 

b) Ijma‟ dengan arti “sepakat“. Ijma‟ dalam arti ini dapat dilihat 

dalam Al-Qur‟an surat Yusuf (12) 

Adapun pengertian ijma dalam istilah teknis hukum atau istilah syar‟i 

terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa 

yang melakukan kesepakatan itu. Beberapa rumusan ijma‟ adalah 

sebagai berikut: 
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a) Al-Ghazali merumuskan ijma‟ sebagai kesepakatan umat nabi 

Muhammad secara khusus tentang sutu masalah agama. Rumusan 

ini memberikan batasan bahwa ijma‟ harus dilakukan oleh umat 

nabi Muhammad yaitu umat Islam. 

b) Al-Amidi yang juga pengikut Syafi‟iyah merumuskan ijma‟ harus 

dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu 

pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah 

apabila disepakati oleh seluruh umat.  

c) Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazam (pemuka kelompok Nazhmiyah, 

satu pecahan dari Mu‟tazilah) mengemukakan rumusan ijma‟ 

sebagai setiap pendapat yang didukung oleh hujjah sekalipun 

pendapat itu muncul dari seseorang. 

Kemungkinan terjadinya ijma‟ 

a) Tidak ada suatu ukuran tertentu untuk mengetahui dan menetapkan 

apakah seorang telah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang 

menyebabkan seseorang patut disebut mujtahid, karena secara 

formal tidak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan mujtahid. 

b) Jika ada lembaga pendidikan mujtahid dan ada ukuran untuk 

menyatakan seseorang telah mencapai derajat mujtahid serta dapat 

pula diketahui mujtahid itu diseluruh dunia, namun untuk dapat 

menghimpun pendapat mereka semua mengenai suatu masalah 
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yang memerlukan hukum, secara meyakinkan atau dekat kepada 

yakin adalah tidak mungkin karena mereka berada dalam lokasi 

yang berjauhan serta berbeda latar belakang sosial dan budaya 

mereka. Tidak mungkin mengumpulkan pendapat mereka secara 

kolektif atau secara perorangan 

c) Kalaupun mujtahid yang ada itu dapat dikenal secara perorangan di 

seluruh dunia ini dapat menghimpun pendapat mereka menurut 

cara yang meyakinkan, Para ulama sepakat dan tidak ada 

pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini 

didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa 

pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang 

piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap 

kebutuhan umatnya.  

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum taklifi, 

yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. 

Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang 

bias menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang 

yang sangat membutuhkan.  

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau 

perbuatan makruh, mislanya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. 
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Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena 

berambisi mendapatkan keuntungan besar. Haram bagi pemberi 

hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya 

hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, 

menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan 

sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah 

satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang 

kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang 

untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika 

mengembalikannya. 

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari 

orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang 

demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si 

pemberi hutang. Karena ini terhitung sebagai al-husnul al-qada’ 

(membayar hutang dengan baik).53  

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang 

piutang di atas baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad 

Saw, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang 

disyari‟atkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan 

                                                            
53 Muhammad Syafe‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), hal.132. 
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hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala 

dari Allah. Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang 

disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan 

batasanbatasan yang diperbolehkan syara‟. 

 

c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang 

1) Rukun Hutang Piutang  

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari sebagaimana dikutip oleh 

Muhammad Syafe‟i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank 

Syari’ah dari Teori ke Praktek memberi penjelasan bahwa rukun 

hutang piutang itu sama dengan jual beli54, yaitu: 

a) Yang berhutang dan yang berpiutang 

b) Barang yang dihutangkan 

c) Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak. 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hutang piutang („ariyah) 

hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan 

merupakan rukun „ariyah. Menurut ulama Syafi‟iyah, dalam ‘ariyah 

disyaratkan adanya lafazh sighat akad yakni ucapan ijab dan qabul 

dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi 

sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin. 

                                                            
54 Ibid., hal.173 
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Sedangkan Drs. Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa rukun hutang 

piutang ada 4 macam, yaitu: 

a) Orang yang memberi hutang 

b) Orang yang berhutang 

c) Barang yang dihutangkan (objek) 

d) Ucapan Ijab dan Qabul (Lafadz)  

Dengan demikian hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah 

terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu. Secara umum, 

jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun ‘ariyah ada empat yaitu: 

a) Mu‟ir (peminjam)  

Syarat-syarat bagi mu‟ir adalah: 

 Baligh  

 Berakal 

 Orang tersebut tidak dimahjur 

b) Musta‟ir (yang meminjamkan) 

Syarat-syarat bagi musta‟ir adalah: 

 Baligh 

 Berakal 

 Orang tersebut tidak dimahjur 

c) Mu‟ar (barang yang dipinjamkan) 
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Syarat-syarat bagi benda yang dihutangkan: 

 Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah ‘ariyah 

yang materinya tidak dapat digunakan. 

 Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal ‘ariyah yang 

pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara‟ seperti 

meminjam benda-benda najis. 

d) Sighat (yakni sesuatu yang menunjukan kebolehan untuk 

mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan). 

Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti orang berkata “saya 

hutangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata 

“saya mengaku berhutang kepada kamu (sebutkan benda yang 

dipinjam)”. 

 

2) Syarat Hutang Piutang 

Dr. H. Nasrun Haroen MA dalam bukunya Fiqh Muamalah 55 

menyebutkan bahwa syarat dalam akad „ariyah adalah sebagai 

berikut: 

a) Mu‟ir berakal sehat  

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat 

meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat 

                                                            
55 H. Nasrun Haroen MA, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.240 
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dipercayai memegang amanah, sedangkan „ariyah ini pada 

dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang 

memanfaatkannya. 

 ‘ariyah batal jika dilakukan oleh anak kecil  

 ‘ariyah batal jika dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau 

orang gila 

 ‘ariyah tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berada di 

bawah perlindungan (curatelle), seperti pemboros. 

b) Pemegangan barang oleh peminjam ‘Ariyah adalah transaksi 

dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang 

adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Adapum syarat 

barang yang akan dipinjamkan adalah: 

 Barang tersebut halal atau milik sendiri 

 Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat 

 Barang yang akan dipinjamkan bukanlah barang rusak 

c) Barang (musta‟ar) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika 

musta‟ar tidak dapat dimanfaatkan maka akad menjadi tidak sah. 

 ‘ariyah tidak sah apabila materinya tidak dapat digunakan, 

seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak 

dapat digunakan untuk menyimpan padi 
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 ‘ariyah batal apabila pengambilan manfaat materinya 

dibatalkan oleh syara’, seperti meminjam benda-benda najis. 

d) Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang 

mubah (dibolehkan syara‟). 

 

d. Pembayaran dan Tanggung Jawab Peminjam 

1) Pembayaran Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain 

berarti peminjam memiliki hutang kepada yang memberikan pinjaman 

(musta‟ir). Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang 

yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran 

hutang juga termasuk aniaya.  

Pembayaran hutang adalah kewajiban yang harus ditunaikan 

oleh peminjam (mu‟ir). Dalam hal ini tentunya mu‟ir harus benar-

benar mempunyai niat baik serta keyakinan untuk menunaikan 

pembayaran atas hutang tersebut. Berikut adalah firma Allah tentang 

pembayaran hutang: QS Al-Muzammil ayat 20 

َرَبَّكََيعَْلمََُأنََّكََتقَوُمَُأدَنْىََمِنَْثلُثُيََِاللَّيْلَِوَنِصْفهََوَثلُثُهََُوَطَائفِةٌََمِنََالَّذِينََمَعكَََ ََُإنَِّ وَاللََّ

مَاَتيَسََّرََمِنََالْقرُْآنَِعَلِمََأنَََْيقُدَِ رَُاللَّيْلََوَالنَّهَارََعَلِمََأنََْلنََْتحُْصُوهَُفتَاَبََعَليَْكمَُْفاَقْرَءُوا

َِوَآخَرُونََ سَيكَُونَُمِنْكُمَْمَرْضَىَوَآخَرُونََيضَْرِبوُنََفيَِالأرْضَِيبَْتغَوُنََمِنَْفضَْلَِاللََّ

كَاةََوََ َِفاَقْرَءُواَمَاَتيَسََّرََمِنْهَُوَأقَيِمُواَالصَّلاةََوَآتوُاَالزَّ ََيقُاَتلِوُنََفيَِسَبيِلَِاللََّ أقَْرِضُواَاللََّ
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َِهُوََخَيْرًاَوَأعَْظَمََأجَْرًاَ قرَْضًاَحَسَناًَوَمَاَتقُدَِ مُواَلأنْفسُِكُمَْمِنَْخَيْرٍَتجَِدوُهَُعِنْدََاللََّ

ََغَفوُرٌَرَحِيمٌَ َاللََّ ََإنَِّ   وَاسْتغَْفِرُواَاللََّ

 

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu 

berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua 

malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-

orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan 

siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat 

menentukan batasbatas waktu-waktu itu, maka Dia memberi 

keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) 

dari Al Quran.“ 

 

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang 

sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, 

maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah 

sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah 

pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk 

dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai 

balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan 

mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 
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2) Tanggung Jawab Peminjam Bila peminjam telah memegang barang-

barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia 

berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan 

maupun karena yang lainnya. 

Peminjam juga mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan 

hutangnya sesuai dengan perjanjian pada awal terjadinya hutang 

piutang. Peminjam (mu‟ir) mempunyai tanggung jawab untuk 

menunaikan perjanjian hutang piutang seperti pada ayat Al-Qur‟an 

berikut ini.QS. Al-Isra‟ ayat 34: 

َ وَلَتقَْرَبوُاَمَالََالْيتَيِمَِإلَِبِالَّتيَِهِيََأحَْسَنَُحَتَّىَيبَْلغََُأشَُدَّهَُوَأوَْفوُاَباِلْعهَْدَِإنَِّ

 الْعهَْدََكَانََمَسْئوُل

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa, dan  

penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungjawabannya.“ 

 
 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian sejenis ini telah dilakukan sebelumnya, sebab 

penelitian terdahulu sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan 

dilakukan. Beberapa peneliti terdahulu yang mendasari penelitian ini antara lain: 
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1. Perjanjijan Hutang-Piutang Antara Suami Istri Sebagai Modal Usaha Bersama 

(Syirkah) Menurut Hukum Islam di Indonesia (Oleh Umria Setyningrum, 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2006). 

Penelitian ini berisi Kedudukan syirkah dari suami istri menurut hukum Islam 

di Indonesia disini dapat dijelaskan bahwa terjadinya perkawinan anatara 

suami istri maka secara otomatis terjadi syirkah (usaha / kerjasama bersama) 

yang oleh pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebut sebagai harta bersama dan 

menurut pasal 89 dan 90 KHI suami istri sama-sama bertanggungjawab 

menjaga harat bersama tersebut. Pernyataatn tentang bertanggungjawab atas 

harta bersama tersebut secara tersirat dapat diartikan sebagai syirkah.56 

2. Tanggungjawab Mantan Suami Terhadap Utang Istri (Studi Kasus Putusan 

Nomor 608/Pdt. G/2014/PA .Sgm) (Oleh Muh. Wahid, Fakultas Syariah Dan 

Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015). 

Penelitian ini berisi Pertanggungjawaban utang bersama yang dibuat untuk 

kepentingan pribadi yang dibuat pada saat masih status suami isteri harus 

ditanggung bersama juga, namun pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam 

tersebut hanyalah sebagai dasar secara umum. Pertanggungjawaban utang 

yang dibuat untuk kepentingan keluarga seringkali dibenturkan dalam kasus-

kasus tertentu, dengan melihat kenyataan bahwa dalam perkara di Pengadilan 

Agama Sungguminasa ini dimana sang isteri berutang untuk kepentingan 

                                                            
56 Umria Setyningrum, Perjanjijan Hutang-Piutang Antara Suami Istri Sebagai Modal Usaha 

Bersama (Syirkah) Menurut Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga, 2006) 
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pribadi bersama orang lain. Mengenai hal tersebut dimungkinkan untuk 

pertanggungjawaban utang dengan porsi yang berbeda berdasarkan posisi 

kasusnya. Didalam penerapan hukumnya dapat melihat kepastian dan 

kemanfaatan hukumnya, dengan aturan yang menyatakan bahwa harta 

bersama dibagi masing-masing ½ untuk suami dan isteri begitu juga utang 

yang ada pada saat masih dalam status suami isteri maka ditanggung bersama 

juga meskipun utang yang dibuat tersebut bukan untuk kepentingan 

keluarga.57 

3. Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian (Studi Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 319/Pdt. G/1994/PA. Cmi) (Oleh Ruswati, 

Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Jendral Soedirman Fakultas 

Hukum Purwokerto, 2010). 

Penelitian ini berisi Kewenangan Mengadili Peradilan Agama, Perkara yang 

diajukan penggugat merupakan perkara yang menjadi kewenangan mengadili 

Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 dengan terpenuhinya unsur subyek hukum adalah 

termasuk orang-orang yang beragama Islam dan materi perkaranya adalah 

mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian. Perkawinan 

antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dengan terpenuhinya ketentuan 

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan 

                                                            
57 Muh. Wahid, Tanggungjawab Mantan Suami Terhadap Utang Istri (Studi Kasus Putusan 

Nomor 608/Pdt. G/2014/PA .Sgm), (Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, 2015) 
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antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus berdasarkan ketentuan 

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. Hak 

obyek sengketa dalam perkara ini oleh hakim dikontruksikan sebagai harta 

pribadi atau bukan harta bersama.58 

 

Disfungsi skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah dari ketiga penelitian 

terdahulu belum ditemukan salah satu penelitian tentang bagaimana kedudukan utang 

piutang terhadapa pihak ketiga atas harta bersama, selain itu tidak ada fokus 

penelitian yang menyatakan bagaimana putusan dan pertimbangan hakim dalam 

perkara no. 1676/Pdt.G/2018/PA.BL dan akibat hukum yang ditimbulkan atas perkara 

tersebut. 

                                                            
58 Ruswati, Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian (Studi Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 319/Pdt. G/1994/PA. Cmi), (Purwokerto: Kementerian Pendidikan 

Nasional Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum, 2010) 


